
BUPATISERUYAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR \d- TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERUYAN, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentu an Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 5 Tah un 2016 tentang Pemben tukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, 

Mengingat 

karena adanya perubahan dan penambahan 
nomenklatur dilingkungan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Ser uyan maka perlu dilakukan perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 ten tang 
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan; 

b . bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok, fungsi 
dan uraian tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Seruyan maka perlu menyesuaikan nomenklatur 
khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten 
Seruyan guna mempermudah pelayanan dan jalur 
koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah 
di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
d imaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau , 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , 
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur 
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6091); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Nomor 67); 

13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten 
Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2016 Nomor 34). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG 
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
SERUYAN. 

Pasall 

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Bupati 
Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34), diubah 
sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nomenklatur 
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan; 

(2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Seruyan sebagaimana yang tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; 

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

--- -------
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Seruyan. 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal G A9u~.\ot 2018 

Pj. BUPATI SERUYAN, 

MUHAMMAD HATTA 
Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 1" Ac.ius w~ 2018 
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